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BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

LA B
m

KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAT TENGAH
NOMOR 420/7at/422/TAHUN 2024
TENTANG

PENEGERIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAMAN KANAK-KANAK DI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

bahwa dalam rangka untuk meningkatkan mutu
Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak i
Kabupaten Hulu Sungai Tengah, perlu melaksanakan
Penegerian Lembaga Pendidikan di Kabupaten Hulu
Sungai Tengah.

bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Verifikasi Tim
Penegerian Nomor 400.3/1012/B.PAUDDM/DIK/2024
Tanggal 19 Agustus 2024, dengan mengadakan penilaian
kelengkapan administrasi dan teknis, visitasi dan
verifikasi lapangan sesuai dengan tugasnya yvang
ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas
Pendidikan Nomor 115 Tahun 2024 tentang
Pembentukan Tim Penegerian Taman Kanak-Kanak (TK)
di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2024 bahwa 23
sckolah layak untuk dinegerikan

bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4)
Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 39 Tahun
2022 tentang Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan
Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan Dasar, pada ayat (3) Dalam hal terjadi
perubahan  status, maka Kepala Dinas  mengajukan

perubahan  status  Satuan  Pendidikan yang semula




Mengingat

i

diselenggarakan oleh masyarakat menjadi Satuan
Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah
Daerah (penegerian) dengan melampirkan dokumen
persyaratan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-
undangan, dan pada ayat (4) Perubahan status
schagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan
Keputusan Bupati;

hahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan Bupati tentang Penegerian Lembaga
Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak di
Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 430 1);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang—Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik




Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 Tahun 2023 tentang Penetapan peraturan
pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana
beberapa kali terakhir telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 604 1);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2009 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan

dan Penyelenggaraan  Pendidikan (Lembaran  Negara




10.

11.

12.

13.

14.

15.

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Republik Indonesia Nomor 5157);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun Tahun 2021
tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
36 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan, dan
Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
607);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan
Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 1279);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan
Anak Usia Dini;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2020
Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor
11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu
Sungai Tengah Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Nomor 10) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu
Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai
Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Hulu Sung_a;' Tengah Tahun 2016 Nomor 03);
Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor
1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan



Menetapkan :
KESATU
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16.

(Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2018 Nomor 1);

Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 39 Tahun
2022 tentang Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan
Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan Dasar (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai

Tengah Tahun 2022 Nomor 39).

MEMUTUSKAN:

Penegerian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Taman
Kanak-Kanak di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan
Daftar Lembaga Pendidikan sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud
pada Diktum KESATU disesuaikan dengan ketentuan
Peraturan Perundang-Undangan.

Pengalihan aset akibat Penegerian Lembaga Pendidikan
sebagaimana Diktum KESATU ditindaklanjuti pengalihan
aset kepada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
Segala Dbiaya yang timbul akibat ditetapkannya
keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah, DPA Dinas Pendidikan Kabupaten
Hulu Sungai Tengah.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Barabai
pada tanggal 30 [flourius  Fore
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